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INTISARI

Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
sertipikat, maka semakin dirasakan adanya peningkatan kuantitas
permohonan pengurusan sertipikat di kantor pertanahan, apalagi dalam
wilayah perkotaan seperti Jakarta Timur. Meningkatnya permohonan
pelayanan ini membawa dampak pada semakin kompleksnya permasalahan
dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat semakin
kritis dan semakin menyadari hak dan kewajibannya, yang terlihat dari
banyaknya keluhan dan berkembangnya anggapan bahwa pelayanan
sertipikasi hak atas tanah dilaksanakan dengan prosedur berbelit-belit, biaya
yang mahal, dan waktu penyelesaian yang lama. Keadaan ini menimbulkan
ketidakpuasan pemohon atas pelayanan kantor pertanahan. Dengan melihat
fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan sertipikasi hak atas tanah di
Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui tingkat kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan
Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur dalam proses sertipikasi hak atas
tanah secara sporadik.

Penelitian ini menggunakan metode suvai dengan pendekatan
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemohon sertipikat
hak atas tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur
mulai tanggal 1 April s/d 14 Mei 2004. Oleh karena besarnya populasi maka
untuk keperluan penelitian diambil sampel sejumlah 100 responden dengan
teknik sampling insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi
dokumen dan mengedarkan kuesioner kepada para pemohon untuk
memberikan penilaian atas pelayanan kantor pertanahan. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang
dilakukan dengan pemberian bobot menggunakan skala Likert pada jawaban
yang diperoleh dari responden. Pengukuran tingkat kepuasan pemohon
dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tingkat kepentingan
dan kepuasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat atribut-atribut pelayanan
yang sudah dapat memuaskan pemohon, yaitu kesesuaian dengan aturan
mengenai persyaratan dalam mengajukan permohonan sertipikat,
penyerahan berkas dilayani melalui loket, pelaksanaan sistem loket,
pemohon dapat mengetahui perincian biaya, perincian biaya yang
dibayarkan pemohon telah sesuai dengan surat perintah setor, pemohon
membayar biaya pengurusan sertipikat di loket, dan pemohon menerima
kuitansi setelah membayar biaya pengurusan sertipikat. Adapun atribut
pelayanan yang belum dapat memberikan kepuasan kepada pemohon
adalah kemudahan pelaksanaan prosedur, kesederhanaan birokrasi,
penyampaian informasi mengenai persyaratan permohonan, kecepatan
penyelesaian sertipikat, ketepatan waktu penerbitan sertipikat, jangka waktu
untuk berurusan dengan kantor pertanahan, kesesuaian biaya pengurusan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
manusia. Hampir seluruh kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari
kebutuhan akan tanah baik sebagai sumber kehidupan maupun sebagai
sarana penunjang kehidupan manusia. Karena pentingnya peranan
tanah ini maka diperlukan adanya penataan peruntukan, persediaan,
penggunaan, dan pemeliharaan tanah.

Sejak lama orang menganggap bahwa masalah pertanahan di
Indonesia termasuk salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa
ini. Bila kita lihat lebih dalam lagi, ternyata masalah ini dapat dibagi
dalam dua kelompok masaiah. Pertama adalah adanya ketimpangan
dan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan pemilikan, perolehan,
penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Kelompok kedua adalah
ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan di bidang pertanahan yang
dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional (Suryosuwarno
dan Wardono, 2002: 15).

Badan Pertanahan Nasional dikenal oleh masyarakat sebagai
instansi penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat dalam hal
pengurusan sertipikat hak atas tanah. Implementasi pelaksanaan
pelayanan pertanahan ini pada dasamnya dilaksanakan di Daeran
Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan struktur organisasi teriinat



keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pertanahan sangat tergantung
dari keberhasilan pelaksanaan tugas kantor pertanahan kabupaten/kota.

Kantor pertanahan sebagai salah satu instansi pemerintah
mempunyai tugas dan fungsi utama yaitu memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pertanahan. Salah satu kegiatan yang dilayani oleh
kantor pertanahan adalah memberikan pelayanan terhadap permohonan
sertipikasi hak atas tanah secara sporadik kepada masyarakat.

Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan
pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, maka
semakin dirasakan adanya peningkatan dalam kuantitas permohonan
pengurusan sertipikat hak atas tanah yang masuk ke kantor pertanahan,
apalagi dalam wilayah perkotaan seperti DKi Jakarta. Keadaan ini
mengharuskan kantor pertanahan untuk memberikan pelayanan
berkualitas yang berorientasi kepada kepuasan pemohon. Dalam upaya
mencapai peningkatan kuaiiias pelayanan, Badan Pertanahan Nasional
telah berusaha melalui berbagai upaya, antara lain meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia pelaksana tugas pertanahan,
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana atau fasilitas penunjang
kegiatan pemberian pelayanan pengurusan sertipikat hak atas tanah,
serta adanya kemudahan prosedur dan ketepatan waktu penyelesaian
pekerjaan pengurusan sertipikat hak atas tanah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa pelayanan di bidang

pertanahan, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionai



Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.
Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1998 ini berisikan prosedur dan tata cara dari jenis-jenis
pelayanan yang biasa dilaksanakan di kantor pertanahan. Prosedur dan
tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan ini merupakan standar baku
pelayanan pertanahan yang wajib diikuti oleh seluruh petugas pelaksana
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatnya permohonan pelayanan pertanahan dari waktu ke
waktu membawa dampak pada semakin kompleksnya permasalahan
dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Kantor pertanahan
sebagai ujung tombak Badan Pertanahan Nasional yang langsung
berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam
pengurusan sertipikat hak atas tanah sering mendapat sorotan tajam dari
masyarakat. Saat ini masyarakat semakin kritis dan semakin menyadari
hak dan kewajibannya, yang teriihat dari banyaknya keluhan dan
berkembangnya anggapan dalam masyarakat bahwa kegiatan
pelayanan kantor pertanahan dalam proses penerbitan sertipikat hak
atas tanah dilaksanakan dengan prosedur berbelit-belit, biaya
pengurusan yang mahai, dan waktu penyelesaian yang lama.

Ketidakpuasan para pemohon atas pelayanan kantor pertanahan
itu disampaikan dalam bentuk kritik, pengaduan, dan hujatan yang
banyak dan sering dimuat dalam berbagai media. Pemohon merasa

kecewa akan buruknya pelayanan yang diberikan oleh Badan



penyelesaian pekerjaan, dan banyaknya pungutan-pungutan liar bagi
masyarakat yang mengurus permohonan pensertipikatan hak atas
tanahnya. Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh Ajat seorang
petugas notaris di Jakarta Pusat, DKl Jakarta dalam media cetak
(Kompas, Minggu 6 Juli 2003), bahwa ketentuan membayar lebih untuk
mempercepat pelayanan tampaknya sudah menjadi aturan tidak tertulis
bagi warga masyarakat, terutama yang kerap berhubungan dengan
sertipikat hak atas tanah. la mengungkapkan pula bahwa ada tiga cara
yang biasa dipakai warga masyarakat. Pertama, warga mengurus sendiri
sertipikatnya dan membayar biaya sesuai aturan dengan konsekuensi
sertipikat tetap dilayani, namun jangan heran kalau selesainya molor
melebihi waktu yang dijanjikan. Kedua, warga membayar “paket’
langsung dengan biaya bervariasi yang penyelesaian pekerjaannnya
hanya molor dua atau tiga hari. Sedangkan cara terakhir, warga
membayar langsung ke setiap bagian yang mengurus sertipikat dengan
resiko setiap dua atau tiga hari mengurus perpindahan ke setiap bagian.
Berikut ini ada beberapa kasus mengenai ketidakpuasan pemohon
atau masyarakat terhadap pelayanan sertipikasi hak atas tanah yang
dikutip dari beberapa media cetak.
a. Permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang
diajukan oleh Yohanes Irawan, seorang warga JI Pemuda 48
Banjarnegara sepuluh bulan lalu sampai sekarang tidak ada

kejelasan. Yohanes mengungkapkan, apakah permohonan ini dapat



hukum pemohon, BRS Nugroho, SH mengungkapkan bahwa kliennya
telah memasukkan berkas permohonan perpanjangan HGB seluas
164 m® tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan. Dua tahun lalu,
kliennya juga mengajukan perpanjangan HGB seluas 132 m? dan
lokasinya  berdampingan dengan tanah yang dimohon
perpanjangannya saat ini. Kala itu, prosesnya tidak berbelit-belit
karena dikenai biaya yang relatif tinggi (Suara Merdeka, 24 Maret
2003: 4).

b. Adit, seorang pengusaha bubuk toner mengungkapkan bahwa untuk
mengurus sertipikat, kita tidak pernah tahu kapan selesainya, padahal
uang titipannya lumayan juga jumlahnya. Umar, seorang kurir yang
mengurus sertipikatnya dua tahun lalu mengungkapkan pula bahwa
masyarakat hanya diam saja dan membiarkan hal tersebut terjadi.
“Mau apa lagi, memang sudah begitu jalannya. Mereka yang punya
sistem, punya birokrasi, kalau kita rewel malah bisa lama urusannya”,
katanya (Media Transparansi, Edisi 2 November 1998).

Kota Jakarta Timur merupakan salah satu kota yang berada di
Provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah perkotaan, daerah ini telah
mengalami kemajuan yang sangat pesat dan dinamis. Hal ini dapat
dilihat dengan semakin maraknya kegiatan pembangunan di berbagai
sektor, antara lain sektor industri, properti, jasa, perdagangan, dan
pendidikan. Berkaitan dengan perkembangan ini dan seiring dengan

peningkatan kesadaran hukum masyarakatnya, maka akan membawa



kepentingan tersebut, masyarakat perlu mengurus ke Kantor Pertanahan
Kota Jakarta Timur. Permohonan sertipikasi hak atas tanah yang
semakin meningkat, selayaknya diimbangi dengan peningkatan kualitas
pelayanan dan salah satu upaya mencari masukan dari masyarakat
untuk peningkatan kualitas pelayanan tersebut adalah melalui penelitian.

Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur sebagai instansi pemerintah
yang memberikan pelayanan sertipikasi hak atas tanah kepada
masyarakat selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dengan baik.
Namun begitu, dari isu-isu yang beredar di masyarakat pada dekade
terakhir ini, terungkap bahwa pelayanan sertipikasi hak atas tanah yang
diberikan kantor pertanahan kepada masyarakat belum memuaskan. Hal
ini tercermin dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan
kantor pertanahan.

Untuk menanggapi berbagai keluhan dan ketidakpuasan
masyarakat terhadap pelayanan sertipikasi hak atas tanah, maka kiranya
perlu dilakukan evaluasi mengenai kualitas pelayanan dengan
memahami keluhan pemohon dan melakukan pengukuran tingkat
kepuasan pemohon terhadap pelayanan sertipikasi hak atas tanah. Hasil
kegiatan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan
terhadap kualitas pelayanan.

Dengan melihat fenomena-fenomena tersebut di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul : “TINGKAT

KEPUASAN PEMOHON TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKASI HAK



B. Permasalahan

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ternyata diikuti dengan
permintaan pelayanan pertanahan yang lebih baik. Hal ini sangat
dirasakan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang mempunyai
volume pekerjaan yang relatif tinggi. Berdasarkan identifikasi masalah,
penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu
Bagaimana tingkat kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan
Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur dalam proses sertipikasi hak atas
tanah ditinjau dari kesenjangan antara pelayanan yang diberikan kantor

pertanahan dengan pelayanan yang diharapkan oleh pemohon.

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya kegiatan pelayanan di bidang
pertanahan, maka penulis memberikan batasan masalah pada kegiatan
pelayanan sertipikasi hak atas tanah secara sporadik pada Kantor
Pertanahan Kota Jakarta Timur.

Masyarakat yang akan diketahui tingkat kepuasannya adalah
masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan sertipikasi hak
atas tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur.
Tingkat kepuasan tersebut meliputi kepuasannya terhadap aspek
prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pekerjaan, dan biaya yang

dikeluarkan selama proses sertipikasi hak atas tanah. Ketiga aspek ini

carinn maniad ciimhbar 1tama tiimhbiilnva raca katidalkniiacan tarhacdanm



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat
kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan Kantor Pertanahan
Kota Jakarta Timur dalam proses sertipikasi hak atas tanah secara
sporadik dilihat dari adanya kesenjangan antara pelayanan yang
diberikan kantor pertanahan dengan pelayanan yang diharapkan

oleh pemohon.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sebagai informasi, bahan masukan, dan evaluasi terhadap
kegiatan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur
dalam proses sertipikasi hak atas tanah untuk dijadikan sebagai
landasan dalam pemberian pelayanan yang lebih baik lagi.

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan
kualitas pelayanan sertipikasi hak atas tanah di Kantor
Pertanahan Kota Jakarta Timur pada khususnya dan Badan

Pertanahan Nasional pada umumnya.



BAB Vi

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan
hasil analisis data tersebut, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian
ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis persentase mengenai karakteristik responden,
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemohon yang mengajukan
permohonan sertipikasi hak atas tanah secara sporadik di Kantor
Pertanahan Kota Jakarta Timur adalah pria dengan usia antara 33 s/d
40 tahun, berpendidikan SLTA, dan mempunyai pekerjaan sebagai
pegawai swasta.

2. Atribut-atribut pelayanan sertipikasi hak atas tanah secara sporadik di
Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang menjadi prioritas utama
dan harus dilaksanakan sesuai dengan harapan pemohon adalah :

a. Kemudahan pelaksanaan prosedur pengurusan sertipikat hak atas
tanah di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur (1).

b. Kesederhanaan birokrasi untuk mengurus permohonan sertipikat
hak atas tanah (2).

c. Penyampaian informasi mengenai persyaratan permohonan
sertipikat hak atas tanah (3).

d. Kecepatan mengenai jangka waktu penyelesaian sertipikat hak



103

e. Sedikit mungkin waktu yang diperlukan pemohon untuk berurusan
dengan kantor pertanahan (11).

f. Ketepatan waktu mengenai penerbitan sertipikat hak atas tanah
(12).

g. Kesesuaian besamya biaya yang pemohon bayarkan untuk
mengurus sertipikat dengan ketentuan yang berlaku (13).

h. Keterjangkauan biaya dalam mengurus permohonan sertipikat hak
atas tanah (14).

Atribut-atribut  pelayanan ini harus ditingkatkan kualitas

pelaksanaannya pada saat ini sehingga dapat memenuhi harapan dan

kepuasan pemohon atas pelayanan yang diterimanya.

. Atribut-atribut pelayanan sertipikasi hak atas tanah secara sporadik di

Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang perlu dipertahankan

kualitas pelaksanaannya adalah :

a. Kesesuaian dengan aturan mengenai persyaratan dalam
mengajukan permohonan sertipikat (4).

b. Penyerahan berkas dalam rangka pengurusan sertipikat hak atas
tanah dilayani melalui loket (5).

c. Pelaksanaan sistem loket di Kantor Pertanahan Kota Jakarta
Timur (6).

d. Kenyamanan suasana ruang tunggu di Kantor Pertanahan Kota
Jakarta Timur (8).

e. Keberadaan petugas loket di tempat saat pemohon akan
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f. Pemohon dapat mengetahui perincian biaya dalam pengurusan
sertipikat hak atas tanah (15).

g. Rincian biaya yang dibayarkan oleh pemohon harus sesuai
dengan surat perintah setor pada saat melakukan pembayaran di
loket (16).

h. Pemohon membayar biaya pengurusan sertipikat di loket
pembayaran secara langsung (17).

i. Setelah pemohon membayar biaya pengurusan sertipikat,
bendahara memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran
(18).

Atribut-atribut pelayanan ini telah dilaksanakan sesuai dengan

harapan pemohon sehingga dapat memberikan kepuasan kepada

pemohon.

. Atribut pelayanan sertipikasi hak atas tanah secara sporadik di Kantor

Pertanahan Kota Jakarta Timur yang dinilai kurang penting bagi

pemohon saat ini, dan kualitas pelaksanaannya biasa saja atau cukup

saja oleh aparat kantor pertanahan adalah keramahan petugas dalam

memberikan pelayanan kepada pemohon (7).

. Atribut pelayanan sertipikasi hak atas tanah secara sporadik di Kantor

Pertanahan Kota Jakarta Timur yang termasuk dalam kuadran D

merupakan atribut pelayanan yang dinilai kurang penting bagi

pemohon, namun dilaksanakan dengan sangat baik oleh aparat kantor

pertanahan. Dalam hal ini, tidak terdapat atribut pelayanan yang
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat
mengemukakan saran-saran yang kiranya bemmanfaat bagi Kantor

Pertanahan Kota Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Kantor pertanahan telah memberikan pelayanan kepada pemohon
untuk dapat melaksanakan prosedur pengurusan sertipikat hak atas
tanah dengan mudah melalui pemasangan informasi mengenai bagan
alir dari proses pengurusan sertipikat hak atas tanah pada papan
informasi. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat pemohon
yang belum dapat memahami tata cara pengurusan sertipikat hak atas
tanah sebagaimana tercantum pada papan informasi. Untuk itu,
diharapkan kepada petugas pelaksana untuk dapat memberikan
penjelasan dengan sebaik-baiknya secara langsung kepada
pemohon.

2. Kantor pertanahan telah berupaya memberikan pelayanan kepada
pemohon agar dapat melaksanakan prosedur pengurusan sertipikat
hak atas tanah dengan birokrasi yang sederhana dan tidak berbelit-
belit melalui pelaksanaan sistem loket. Akan tetapi, sering dijumpai
adanya calo-calo yang menawarkan jasanya kepada masyarakat
untuk mengurus sertipikatnya. Kondisi ini sering memberi kesan
bahwa proses pengurusan sertipikat hak atas tanah menjadi sulit dan
berbelit-belit. Oleh karena itu, diharapkan kepada kantor pertanahan

untuk senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk
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3. Kantor pertanahan telah berupaya memberikan pelayanan kepada
pemohon dalam menyampaikan informasi mengenai persyaratan
permohonan sertipikat hak atas tanah melalui papan informasi.
Namum demikian, masih diperlukan sikap proaktif dari aparat untuk
memberikan penjelasan kepada pemohon yang masih belum dapat
memahami informasi tersebut. Pada sisi lain, kegiatan penyuluhan
perlu ditingkatkan lagi karena melalui penyuluhan, masyarakat dapat
mengetahui berbagai informasi pertanahan termasuk mengenai
prosedur, tata cara, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk mengurus
sertipikat hak atas tanah.

4. Kantor pertanahan telah berupaya memberikan pelayanan yang cepat
dalam menyelesaikan permohonan sertipikat hak atas tanah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Namun ada beberapa faktor yang
menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan antara lain
volume pekerjaan yang sangat tinggi, adanya sengketa pertanahan,
serta adanya ketidaklengkapan berkas permohonan. Kondisi ini
hendaknya menjadi pendorong agar petugas pelaksana bekerja lebih
cepat. Apabila terdapat ketidaklengkapan berkas permohonan atau
masalah agar segera diinformasikan dan diselesaikan sehingga
pemohon tidak memeriukan waktu yang lama untuk mengurus
sertipikat.

5. Mengingat volume pekerjaan untuk menyelesaikan permohonan

sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur
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pekerjaan. Dengan demikian, kantor pertanahan dapat
mengusahakan ketepatan waktu mengenai penerbitan sertipikat hak
atas tanah dengan lebih baik lagi.

- Kantor pertanahan telah mengupayakan transparansi mengenai biaya
pengurusan sertipikat hak atas tanah melalui pemasangan informasi
ini pada papan informasi agar dapat diketahui masyarakat luas.
Namun, dalam kenyataannya terdapat oknum-oknum tertentu seperti
calo yang menawarkan jasa pengurusan sertipikat kepada masyarakat
dengan biaya tertentu sehingga timbul kesan bahwa biaya
pengurusan sertipikat menjadi mahal. Oleh karena itu, pihak kantor
pertanahan hendaknya senantiasa menghimbau masyarakat agar
menghindari calo dalam pengurusan sertipikatnya sehingga dapat
merasakan kesesuaian dan keterjangkauan besarnya biaya
pengurusan sertipikat hak atas tanah dengan ketentuan yang berlaku.
Bila ada perubahan kebijakan yang berkaitan dengan itu, agar segera

disosialisasikan sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
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